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ABSTRAK: 

- Tata tertib diperlukan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas, wewenang, hak, 
dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana untuk 
mewujudkan pemerintahan daerah yang efisien, efektif, produktif, dan akuntabel. 
Karenanya norma dan aturan mengenai organisasi, keanggotaan, tata kerja, serta 
mekanisme hubungan antar lembaga dan dengan masyarakat perlu diatur secara 
komprehensif dalam peraturan DPRD; 

- Dasar hukum dari Peraturan DPRD ini: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah; 
Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; serta Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah; 

- Peraturan DPRD ini mengatur Tata Tertib DPRD Kabupaten Jembrana yang meliputi: 
ketentuan umum; fungsi, tugas, dan wewenang DPRD; keanggotaan; hak dan kewajiban 
anggota; fraksi; alat kelengkapan DPRD (Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, 
Bapemperda, Badan Anggaran, Badan Kehormatan); rencana kerja; tata cara 
persidangan, rapat, dan pengambilan keputusan; mekanisme pemilihan Bupati/Wakil 
Bupati untuk mengisi kekosongan jabatan; larangan dan sanksi; pemberhentian dan 
penggantian antar waktu anggota; penyidikan; konsultasi; pelayanan aspirasi 
masyarakat; serta ketentuan penutup. 

 

CATATAN: 

1. Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 November 2024; 
2. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Tata Tertib dapat dikenai sanksi oleh Badan 

Kehormatan DPRD sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan ini; 
3. Peraturan DPRD Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2019, dinyatakan 
dicabut dan tidak berlaku sejak berlakunya peraturan ini. 

  


